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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG

KEBUDAYAAN NOMOR 100 TAHUN 2013 TENTANG

BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Khusus.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk memberikan pengaturan lebih lanjut
mengenai kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum
dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014
perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 100 Tahun 2013
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2014,

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, );

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008
tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaandan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Eselon | Kementerian Negara, sebagaimana
beberapa kali telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN NOMOR 100 TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN
2014.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Nomor 100 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun
Anggaran 2014, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a diubah sehingga Pasal 9 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Menengah untuk SMA meliputi
antara lain:
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b.
C.

pengadaan dan distribusi buku teks pelajaran sesuai
kurikulum 2013 untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk
seluruh peserta didik kelas X dan Xl semester Il tahun
pelajaran 2014-2015;

pembangunan prasarana pendidikan; dan
pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan.

(2) Pembangunan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 huruf b antara lain:

a.

@ a0 0T

rehabilitasi ruang kelas/ ruang belajar yang rusak beserta
perabotnya;

pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya,;
pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
pembangunan laboratorium beserta perabotnya;
pembangunan ruang penunjang beserta perabonya; dan/atau

pembangunan asrama siswa dan/atau rumah dinas guru
untuk daerah khusus beserta perabotnya.

(3) Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 huruf c antara lain:

a.
b.
C.

pengadaan peralatan laboratorium;
pengadaan buku referensi/materi refenrensi; dan/atau
pengadaan peralatan olahraga dan kesenian.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a diubah sehingga Pasal 10
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Menengah untuk SMK meliputi
antara lain:

a.

b.
C.

pengadaan dan distribusi buku teks pelajaran sesuai
kurikulum 2013 untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
untuk seluruh peserta didik kelas X dan XI semester Il tahun
pelajaran 2014-2015;

pembangunan prasarana pendidikan; dan
pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan.

(2) Pembangunan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 huruf b antara lain:

a.

rehabilitasi ruang kelas/belajar yang rusak beserta
perabotnya;
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pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya,;
pembangunan ruang praktik siswa beserta perabotnya;
pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
pembangunan laboratorium beserta perabotnya;
pembangunan ruang penunjang beserta perabonya; dan/atau

@ - ® o 0 T

pembangunan asrama guru dan/atau rumah dinas guru
untuk daerah khusus beserta perabotnya.

(3) Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 huruf c antara lain:

a. pengadaan peralatan laboratorium;
b. pengadaan peralatan praktik siswa;
c. pengadaan buku referensi/materi refenrensi; dan/atau
d. pengadaan peralatan olahraga dan kesenian.
Pasal Il
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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